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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Bank Indonesia ditunjuk
sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang
rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Demi kelancaran sistem pembayaran maka
kepada Bank Indonesia diberikan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran.

Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank
Sentral berkedudukan sebagai lembaga negara yang bertugas membantu Presiden
melaksanakan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedudukan tersebut
mempengaruhi kinerja Bank Indonesia.

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen
dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang
mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan Undang-
Undang No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999
tentang Bank Indonesia, maka Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sudah
merupakan lembaga yang kuat dan independen dalam mengelola dan mendayagunakan

devisa. Dalam rangka pengelolaan keuangan nasional yang sehat Bank Indonesia



sebagai Bank Sentral harus mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak
lainnya serta kinerjanya dapat diawasi dan dipertanggungiawabkan.I

Lebih tegas lagi dapat dilihat pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dimana
menetapkan bahwa status dan kedudukan hukum Bank Indonesia adalah Bank Sentral
Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar
1945. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia berwenang mengeluarkan alat pembayaran
yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan'moneter, mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan
fungsi lender of the last resort.

Menurut Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia dinyatakan
sebagai badan hukum, dengan makna agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia
dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari anggaran negara. Selain itu, Bank
Indonesia  sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan dan
mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya. Ini berarti Bank Indonesia tidak lagi
berada dibawah pengawasan dan pembinaan suatu departemen sebab Bank Indonesia

bukan lagi berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti yang dianut

Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral,

1 . S
' http://www.bi.qo.id., Status dan Kedudukan Bank Indonesia., yang diakses melalui
internet pada tanggal 5 Desember 2004 pukul. 13.30 Wib_, him. 1


http://www.bi.go.id

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan
Undang-Undang No. 3 Tahun.2004 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan suatu upaya pemecahan terhadap
struktur dan sistem perekonomian Indonesia yang menimbulkan penyimpangan-
penyimpangan dan sebagai upaya untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi
internasional yang mengalami perubahan yang cepat dan sangat mendasar menuju
ekonomi global. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dapat meletakkan dasar
perekonomian yang kukuh melalui stategi pembangunan yang tepat dalam rangka
mewujudkan perekonomian nasional yang diwarnai dengan ekonomi kerakyatan yang
merata, mandiri, handal, berkeadilan dan terbuka sehingga mampu bersaing di kancah
perekonomian internasional.

Perlu ditegaskan bahwa skripsi ini lebih menfokuskan diri pada perbandingan
antara Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Undang-Undang No.
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang mana
terdapat beberapa perbedaan yang mendasar.

Antara Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dengan
Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No.
3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank

Indonesia tersebut terdapat perbedaan khususnya mengenai pengaturan tentang status



dan kedudukan Bank Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam ketentuan-
ketentuan yang diatur dari masing-masing undang-undang tersebut.

Dengan status dan kedudukan hukum Bank Indonesia sebagai lembaga yang
independen tersebut dapat mempengaruhi kinerja Bank Indonesia dalam menjalankan
tugas dan fungsinya selaku otoritas moneter serta peranannya dalam menciptakan sistem
perbankan Indonesia yang sehat. Berdasarkan hal inilah maka penulis akan membahas
dengan judul “ Studi Perbandingan Status dan Kedudukan Hukum Bank Indonesia
Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Undang-Undang
No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia “.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka akan dibatasi beberapa permasalahan agar materi yang
akan dibahas selanjutnya tidak lari dari tujuannya.

Adapun permasalahan pokok yang akan diangkat sehubungan dengan judul
skripsi ini adalah :

1. Bagaimana status kelembagaan Bank Indonesia menurut Undang-Undang No. 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank

Indonesia dibandingkan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang
Bank Sentral ?



2. Bagaimana tugas dan kewenangan Bank Indonesia yang diatur dalam Undang-

Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia dibandingkan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun
1968 tentang Bank Sentral ?

Bagaimana fungsi pengawasan terhadap bank di Indonesia oleh Bank Indonesia
sebagai lembaga negara yang independen setelah berlakunya Undang-Undang
No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia ?

C. Tujuan

1.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
Untuk mengetahui status kelembagaan Bank Indonesia setelah keluamya
Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-
Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Untuk mengetahui tugas dan kewenangan Bank Indonesia berdasarkan Undang-
Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999

tentang Bank Indonesia.



3. Untuk mengetahui fungsi pengawasan terhadap bank di Indonesia oleh Bank

Indonesia dalam kedudukannya sebagai Bank Sentral yang mandiri.

D. Manfaat
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat teoritis, yaitu guna perkembangan ilmu pengetahuan secara khusus ilmu
hukum. Literatur-literatur yang membahas tentang Bank Indonesia masih relatif
sedikit, oleh sebab itu skripsi ini dapat dipergunakan sebagai bahan dasar untuk
memperdalam pengetahuan tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai
Bank Sentral mempunyai wewenang dalam menentukan segala kebijakan-
kebijakan perbankan yang berlaku bagi setiap bank yang ada di Indonesia. -

2. Manfaat praktis, yaitu hasil dari penulisan ini dapat dipakai sebagai bahan dalam
menerapkan serta bagi efektifitas dari kebijakan hukum. Perubahan undang-
undang yang mengatur tentang Bank Indonesia tersebut tentunya didasari oleh
perkembangan atau dinamika perekonomian khususnya dan sektor perbankan
yang ada. Perubahan tersebut menciptakan ketentuan-ketentuan baru yang
berbeda dengan pengaturan sebelumnya, namun tetap berpedoman kepada
undang-undang yang lama. Oleh karena itu perubahan-perubahan terhadap

undang-undang tersebut waktu yang akan datang tetap mengacu kepada undang-

undang sebelumnya.
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E. Ruang Lingkup

Dalam ruang lingkup penulisan ini , maka penulis membatasi sampai pada
perbandingan antara Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral,
Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3
tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank

Indonesia, yang mana terdapat beberapa perbedaan yang mendasar.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam suatu penulisan ilmiah harus didukung
oleh data yang akurat, sehingga dapat mendukung hasil penelitian yang dapat
dipertanggungjawabkan.

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif. Maksud pendekatan yuridis normatif adalah sebagai usaha
pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif, yaitu tentang asas-
asas hukum dan perbandingan hukum yang bertujuan untuk menganalisa data-data
dalam uraian penyajian data guna mendapatkan kesimpulan dari masalah yang diteliti
dalam penulisan skripsi ini.

Penelitian hukum normatif dalam penulisan skripsi ini mengenai perbandingan
status dan kedudukan hukum Bank Indonesia menurut Undang-Undang No. 13 Tahun

1968 tentang Bank Sentral, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

2 . 3
H. Hilman Hadikusumo., Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum., CV.
Mandar Maju., Bandung,, Cetakan Pertama., 1995., him. 60.



dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.’
2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (l/ibrary research),
yaitu memilah dan mengumpulkan data yang mempelajari perundang-undangan untuk
mendapatkan landasan hukum tertulis yang sebenarnya dengan masalah yang akan
diteliti dan dibahas.
3. Sumber Data
Dengan berpangkal tolak dari pendekatan masalah, maka peneliti akan
menentukan darimana sumber data itu akan dikumpulkan. Istilah “data” yang merupakan
kata jamak dari “datum” maksudnya “keterangan” atau “petunjuk” yang merupakan
bahan-bahan yang akan diolah secara ilmiah. Jadi “data” adalah keterangan atau
petunjuk tentang “fakta” , tanpa adanya fakta tidak akan ada data.
Dalam penelitian ilmu hukum ini ada dua jenis data, yaitu :*
a. Data Primer : Yang dimaksud dengan data primer adalah “data dasar”,
”data asli” yang d\iperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya
yang pertama, belum diolah dan diuraikan orang lain. Dapat dilihat bahwa
yang termasuk data primer yaitu buku-buku atau dokumentasi yang
diperoleh penulis di lapangan walaupun sifatnya merupakan data sekunder.

Dalam hal peneliti hanya melakukan penelitian kepustakaan dan

3 . ; -
. . Soejono Soekanto dan Sri Mamudji., Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.,
Rajawali Pers,, Jakarta., Cetakan Letiga., 1990., him. 15-23

*H. Hilman Hadikusumo., Op. Cit., hlm. 64-66



dokumentasi saja tanpa terjun ke dalam masyarakat di lapangan, maka yang
merupakan data primer dalam bahan-bahan keterangan atau petunjuk yang
didapat dari buku atau dokumentasi yang dijadikan objek penelitian.

b. Data Sekunder : Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data-data
yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang
merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia
dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di
perpustakaan atau milik pribadi peneliti. Data-data sekunder tersebut
terdapat didalam Pustaka Hukum, Jurnal Hukum, Peraturan Perundang-
undangan, Majalah Hukum, Laporan, Bahan-bahan seminar, dan lain-lain.

4. Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh data dengan menggunakan data

kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diajukan, karena penulis hanya
mengumpukan data l;epustakaan, maka tidak perlu mencari-cari, memilih dan
menentukan lokasi penelitian. Oleh karena lokasinya cukup di perpustakaan pribadi,
perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum dan internet.

Jadi dalam mengumpulkan data kepustakaan, penulis mendapatkannya melalui :

perpustakaan pribadi, perpustakaan Fakultas Hukum UNSRI, perpustakaan UNSRI,
perpustakaan Bank Indonesia Palembang dan warung internet di Palembang.

5. Pengolahan Data

Data-data kepustakaan yang telah terkumpul dan akan diolah itu biasanya masih

bertaburan letaknya. Terhadap semua data tersebut dilakukan editing, artinya harus
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dibaca dan diperiksa kembali satu per satu dengan maksud dan cara seperti berikut :
yang belum dicatat dicatat, yang belum disalin agar disalin, yang belum lengkap agar
dilengkapi, yang terdapat kekeliruan agar dibetulkan, yang belum sempurna
disempurnakan, yang tidak relevan dialihkan ketempat yang relevan, kemudian yang
satu dan yang lain dikelompokkan menurut bab atau sub bab, paragaf atau bagian
uraiannya.’

Jadi mengolah data dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan cara diatas sebab
dalam mengolah data membutuhkan waktu dan tidak mudah melakukan pemeriksaan
kembali semua data yang telah terkumpulkan.

6. Analisi Data

Analisis data dalam penelitian masalah hukum, peneliti mengumpulkan data-data
untuk mendapatkan pengertian tentang adanya hubungan, persamaan, perbedaan,
pertautan sebab akibat tentang masalah hukum yang diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dianut aliran
fenomenologi, hal mana berarti yang utama menjadi perhatian adalah sifat-sifat fakta
atau gejala yang benar-benar berlaku bukan hanya dikehendaki berlaku positif secara
eksplisit tetapi yang implisit yang memasyarakat.®

Dalam penelitian kepustakaan atau “penelitian hukum normatif” pengolah data
berupa membaca kembali bahan-bahan pustaka yang berhasil dikumpulkan. Jadi dalam
penelitian skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif, yang mengumpulkan

masalah-masalah yang ada sehingga tidak mempergunakan rumus-rumus tertentu.

3 Ibid., him. 95-96
% Ibid., hlm. 98-99
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